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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia adalah 

diciptakannya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan 

berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan 

sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan 

agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang 

kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah,
2
 Tujuan tersebut perlu diatur dengan syarat dan 

rukun tertentu, agar tujuan yang dishari‟atkannya perkawinan tercapai.
3
  

Sebuah  perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi 

beberapa aturan (syarat), yakni yang telah diatur dalam hukum Islam yang berlaku 

di suatu negara, termasuk Indonesia
4
. Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan 

perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya antara syarat dan rukun 

                                                             
1
 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, lihat: Subekti, KUHP Edisi Revisi 

Dengan Tambahan UUPA dan Undanng-undang Perkawinan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita: 

1995), 573. 
2
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, (Tt: Media Centre, tt), 120 

3
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2003), 70. 

4
 Di Indonesia, peraturan perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1971 serta 

KHI. 
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perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, diantara syarat-syarat untuk 

melakukan perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua 

orang saksi, dan ijab dan Kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut 

maka perkawinan dikatakan batal.
5
 

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap amalan seseorang 

karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditatapkan oleh shara‟.
6
 Jadi 

batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak 

memenuhi salah satu syarat perkawinan.
7
 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, menyatakan bahwa: perkawinan  dapat dibatalkan, apabila para 

pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan 

perkawinan.
8
 Artinya kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan, tetapi 

bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan.
9
 

Dengan demikian pembatalan perkawinan berarti adanya putusan 

pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak 

sah. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah bahwa 

perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalakan 

perkawinannya menjadi kembali status semula karena perkawinan tersebut 

dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak lagi mempunyai 

hubungan hukum lagi dengan kerabat dan mantan suami atau istrinya tersebut. 

 

                                                             
5
 Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1996),  50. 
6 Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 195. 
7
 Ibid  

8
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (22) 

9
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku II), (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 114. 
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Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:  

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri 

pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya). 

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa „iddah dari suami 

lain. 

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak. 

6. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.
10

   

Yang dapat menangani dan memutuskan perkara pembatalan perkawinan 

adalah Pengadilan. Pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dengan 

tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam 

pasal 74 Kompilasi Hukum Islam: 

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri 

atau tempat perkawinan dilangsungkan 

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan 

Sebagaimana akad yang mempunyai akibat hukum, pembatalan 

perkawinan juga menimbulkan akibat hukum, baik bagi suami istri itu sendiri 

maupun terhadap segala hal yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Batalnya 

                                                             
10

 Pasal 71, Kompilasi Hukum Islam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
 

suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
11

 

Pembatalan perkawinan memberi kesan bahwa perkawinan tersebut 

sebelumnya telah berlangsung dan bisa saja dalam perkawinan tersebut terdapat 

anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan tersebut dan terdapat pula harta 

bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut.  Pembatalan 

perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya adalah yang 

berkaitan dengan anak dan harta bersama. 

Meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, tetapi akibat hukumnya 

jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang lahir dari 

ikatan perkawinan tersebut. Mengenai akibat hukum yang berkaitan dengan anak, 

hal ini telah diatur dalam pasal 28 ayat (2) UUP jo pasal 75 dan 76 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Dalam KHI disebutkan bahwa, “batalnya suatu perkawinan tidak berlaku 

surut kepada anak-anak yang dilahirkan”
12

 dan “ batalnya suatu perkawinan tidak 

akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya“
13

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, bagi anak yang lahir dari 

perkawinan yang dibatalkan, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak 

yang sah. Jadi anak tersebut dapat mewarisi dari ayah dan ibu kandungnya dan 

juga anak tersebut tetap mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga 

ayah dan keluarga ibunya. Pasal 76 KHI ini bertujuan untuk melindungi 

kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan 

                                                             
11

 Pasal 74 ayat (2) 
12

 Pasal 75 KHI 
13 Pasal 76 KHI 
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antara ibu dan ayahnya dibatalkan. Jaadi anak-anak yang lahir tersebut 

mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua 

mereka.
14

    

Kemudian, akibat hukum pembatalan perkawinan yang berhubungan 

dengan harta bersama.  Dalam pasal 3 UUP disebutkan bahwa, harta bersama 

adalah harta benda yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, 

diluar hadiah atau warisan. Hal ini berarti bahwa, harta bersama adalah semua 

harta yang diperoleh selama perkaninan berlangsung tanpa mempermasalahkan 

siapa diantara suami dan istri yang mencarinya. 

Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka hubungan suami dan istri 

berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masing suami istri tidak berubah dan 

tetap menjadi miliknya. Sedangkan terhadap harta bersama maka dibagi menurut 

hukum Islam. Dalam pasal 97 KHI dijelaskan bahwa, mantan suami maupun 

mantan istri berhak mendapat seperedua dari harta bersama, atau dengan kata lain 

mantan suami maupun istri mendapatkan sebagian dari harta bersama. 

Mengenai harta bersama pembagianya berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama begitu juga mengenai anak, 

pengasuhannya pun atas keputusan hakim. Hakim Pengadilan memutuskan 

berdasarkan pertimbangan dan melihat dari berbagai aspek, yakni aspek lahir 

(fisik) dan aspek batin (psikis). Khususnya dalam pengasuhan/pemeliharaan anak, 

aspek psikis yang menjadi alasan utama.    

                                                             
14

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 152. 
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Mengenai pemeliharaan anak dalam perkawinan yang dibatalkan dan anak 

itu masih kecil, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya, adapun tentang biaya 

nafkah untuk anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Bagi anak laki-laki sampai 

dewasa dan sanggup membiayai diri sendiri, dan bagi anak perempuan sampai ia 

menikah, kemuadian apabila perkawinannya putus kembali nafkahnya menjadi 

kwajiban ayah.
15

 

Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama sudah semestinya memiliki 

alasan-alasan dalam menerima, menangani dan memutuskan perkara pembatalan 

perkawinan khususnya yang disebabkan oleh wali yang tidak sebenarnya, serta 

bijak dalam menangani dampak dari adanya pembatalan perkawinan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya 

terhadap anak dan harta bersama menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri. 

 

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang 

timbul, diantaranya adalah: 

1. Apabila yang bertindak menjadi wali nikah adalah wali yang tidak 

sebenarya (tidak sah), maka perkawinan ini dapat dibatalkan atas 

pengajuan pihak yang berwenang. 

2. Terdapat kecerobohan Pegawai Pencatat Nikah dalam meneliti 

kelengkapan rukun dan syarat perkawinan seperti halnya, identitas diri 

                                                             
15

 Pasal 41 Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 
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calon mempelai, wali maupun saksi, sehingga terdapat kesalahan (ketidak 

absahan) setelah terjadi perkawinan. 

3. Adanya suatu ancaman hukum atas  kesalahan status  mengenai diri suami 

atau istri maupun wali dalam rukun perkawinan yang memberikan 

kemungkinan kepada suami atau istri tersebut untuk meminta pembatalan 

perkawinan. 

4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak 

mengatur secara panjang lebar mengenai masalah akibat hukum dari 

pembatalan perkawinan.  

5. Aturan tentang status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan 

karena wali yang tidak sah belum ada dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam. 

6. Penjelasan mengenai perwalian anak yang perkawinan orang tuanya 

dibatalkan juga tidak dijelaskan secara terperinci. 

7. Pengaturan mengenai pembagian harta perkawinan (harta bersama) di 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun 

Kompilasi Hukum Islam masih belum jelas. 

Maka dalam kajian ini akan difokuskan pada pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Kediri dalam menerima, menangani, serta memutuskan 

perkara pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah dan akibat hukum 

yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut yakni terhadap anak dan harta 

bersama. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah menurut 

Hakim Pengadilan Agama Kediri? 

2. Bagaimanakah prosedur pembatalan perkawinan menurut Hakim 

Pengadilan Agama Kediri? 

3. Bagaimanakah dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah 

terhadap anak dan harta bersama menurut Hakim Pengadilan Agama 

Kediri? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah 

menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri. 

2. Untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan  menurut Hakim 

Pengadilan Agama Kediri. 

3. Untuk mengetahui dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak 

sah terhadap anak dan harta bersama menurut Hakim Pengadilan Agama 

Kediri. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

a. Dapat memberikan kntribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum 

perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya. 
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b. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-

alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam 

usaha penertiban dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 maupun Kompilasi Hukum Islam,, sehingga dapat mengurangi 

praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang. 

2. Praktis 

a. Para pihak pencatat perkawinan lebih jelas memeriksa identitas/data 

calon mempelai dengan baik dan benar, dan apabila perlu di lakukan 

pembuktian tentang kebenaran data tersebut dengan cara surve. 

b. Penulis berharap dengan sajian tulisan ini akan lebih berhati-hati dalam 

menentukan langkah-langkah hukum terutama dalam bidang hukum 

perkawinan dengan segala akibat hukum yang menyertainya karena 

akan berakibat pula pada proses kehidupan selanjutnya. 

 

F. Kerangka Teoritik 

1. Pandangan umum tentang  perkawinan 

Perkawinan  adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul 

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong 

diantara keduanya serta menetukan batas hak dan kwajiban diantara 

keduanya.
16

 Dari pengertian tersebut, pernikahan / perkawinan mengandung 

aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan 

hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan keluarga 

                                                             
16

 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, untuk IAIN,STAIN,PTAIS, (Bandung: Pustaka 

Setia,2000),11.  
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(suami/istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong. Karena 

perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung 

adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.
17

 Menurut 

Zakiyah Daradjat, bahwa perkawinan merupakan akad yang memberikan 

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara 

pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak 

bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
18

 Dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
19

 Dari pemaparan tersebut, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur dan prinsip perkawinan yang 

ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

adalah sejalan dan sesuai dengan apa yang ada dalam hakekat pernikahan 

dalam Islam. 

Tujuan dan hikmah perkawinan antara lain: 

a. Memperoleh keturunan yang sah bagi kelanjutan generasi yang akan 

datang. 

b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketanangan hidup dan rasa 

kasih sayang. 

c. Menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.
20 

                                                             
17

 Zakiyah Daradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.. 
18

 Ibid. 
19

 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 1 
20

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 46. 
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Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan bermuara pada satu 

tujuan yaitu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan 

suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, al-Qur’an 

menyebutnya dengan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana 

disebutkan dalam surat al-Ru>m (30) ayat 21:  

 ًَ سَدْ َٔ ةً  دَّ َٕ جَعَمَ بيَُْكَُىْ يَ َٔ اجًا نتِسَْكُُُٕا إِنيَْٓاَ  َٔ َْفسُِكُىْ أصَْ ٍْ أَ ٌْ خَهقََ نكَُىْ يِ ِّ أَ ٍْ آياَتِ يِ تً َٔ

 ٌَ شُٔ وٍ يتَفَكََّ ْٕ ٌَّ فيِ رَنكَِ لآياَثٍ نقَِ  إِ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.21 

 Dalam melakukan perkawinan harus dipersiapkan dan dipikirkan dahulu 

secara matang, pelaksanaan perkawinan haruslah sesuai dengan prosedur dan 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan-ketentuan mengenai perlkawinan menurut Islam mengikat pada 

setiap Muslim, sebab itulah dalam al-Qur’an  diistilahkan dengan mitsa>qan 

ghali>dza> artinaya suatu ikatan yang kokoh
22

 ketentuan sahnya suatu 

perkawinan bagi umat Islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan 

rukun.
23

 

Menurut Soemiyati,  

‚Rukun perkawinan adalah hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi 

tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan 

                                                             
21

 Al-Qur’an, 30 (al-Ru<m), 21. Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-

Huda, 2005) 407.  
22 Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Kursial, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010)   11. 
23

 Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukkum dilakukan, sedangkan 

rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatab hukum itu dilakukan. Lihat 

Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 59.  
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sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada 

dalam perkawinan itu sendiri‛.
24

 

 

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, sebagaimana 

yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai 

berikut:   

a. Calon suami  

b. Calon istri. Keduanya telah mencapai umur yang ditetapkan dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
25

 

bagi calon mempelai yang belum mencukupi umurnya untuk 

melakukan perkawinan, maka harus mendapatkan izin sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No 1 tahun 

1974.
26

 

c. Wali Nikah 

Wali bagi calon mempelai wanita mutlak dan harus dipenuhi dengan 

kriteria Muslim, ‘a>qil dan baligh. Wali Nikah terdiri dari Wali Nasab 

dan Wali Hakim. 

d. Dua orang saksi 

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang 

laki-laki muslim, ‘a>qil, baligh, adil, sehat jasmani dan rohani. 

e. Ijab dan kabul  

Akad nikah terdiri atas ‚ijab‛ yaitu penyerahan mempelai wanita oleh 

wakilnya kepada mempelai pria, dan ‚kabul‛ ialah penerimaan 

                                                             
24

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 

2004), 16. 
25

 Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.  
26

 KHI pasal 15 ayat (1) dan (2) 
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mempelai wanita oleh mempelai pria. Ijab dan kabul antara wali dan 

calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. 

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam mengikuti rukun-

rukunnya. Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, 

dengan sendirinya perkawinan tersebut akan menjadi tidak sah. Syarat 

sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari 

wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam 

suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah. 

2. Pembatalan perkawinan 

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan 

seseorannng karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh 

shara’.
27

 Secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya 

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau 

sebab lain yang dilarang oleh agama. Batalnnya perkawinan atau putusnya 

perkawinan disebut juga dengan fasah. Yang disebut dengan memfasahkan 

nikah adalah memutuskan atau membatalakan ikatan hubungan antara suami 

sitri.
 28

 

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang 

menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, 

akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada‛.
29

 

Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan 

                                                             
27

 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 141. 
28 Ibid   
29

 Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam II (Surakarta: tt, 1986), 2. 
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istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena 

perkawinan yang telah menyalahi hukum perkawinan.
30

 

Perkawinan yang melanggar rukun dan syaratnya, maka perkawinan itu 

dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan 

perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap 

kelengkapa data dan identitas calon mempelai, untuk mengetahui apakah 

syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi atau tidak ada halangan 

yang merintangi pelaksanaan perkawinan itu. 

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 

sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dalam Bab VI Pasal 37 dan 38.
31

 Adapun Pengadilan 

yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah 

kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat 

tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam 

dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non 

Islam di Pengadilan Negeri. 

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa: ‚Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan 

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan 

                                                             
30

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 242. 
31

 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1971. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 
 

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan‛.  Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi 

untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum 

terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. Menurut 

Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan 

bahwa perkawinan dalam Islam mungkin ‚putus demi hukum‛ artinya: 

‚Apabila ada atau terjadi suatu  kejadian, kejadian mana menurut hukum 

Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang 

mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal misalnya suami atau istri murtad dari agama Islam dan 

kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka 

perkawinannya putus demi hukum Islam‛.
32

 

Pasal 71 menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan 

apabila:  

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 

istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya). 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami 

lain. 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak. 

f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan. 

                                                             
32

 Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. 

(Bandung: Alumni, 1978), 42. 
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3. Wali dalam perkawinan 

Wali berasal dari bahasa Arab al-waliyyu-Auliya „ (jamak) berarti yang 

mencintai, orang yang mengurus perkara seseorang.
33

 secara shar‟i seperti yang 

di definisikan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya, Madza>hib al-

Arba’ah sebagai berikut  

 ِّ َِ ْٔ تَ انْعَقْذِ فلَايَصَِخُّ بذُِ ِّ صِذَّ َٕ انَّزِٖ يتََّقفُِ عَهيَْ نيُِّ فِٗ انُِّكَاحِ ُْ َٕ  انَْ

“Orang yang menjadi penentu bagi sahnya akad perkawinan dan tidak sah 

tanpa denganNya” 
34

 

Menurut Prof, Dr. Mahmud Yunus, terdapat empat syarat mengenai wali 

dalam perkawinan.
35

 Diantaranya adalah : 

a. Islam  

Orang kafir tidak sah menjadi wali nikah bagi seorang mu‟minah, hal 

ini didasarkan pada ayat al-Qur‟an :       

 ٔنٍ                     

Artinya “dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-

orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” 
36

 

 

Dalam ayat lain Allah berfirman :   

ؤيُِاَ ثُ   ًُ انْ َٔ  ٌَ ْٕ ؤْ يُُِ ًُ انْ نيِاَءُ  بعَْضَٔ ْٔ ْىُْ أَ ََ   بعَْضُ

Artinya “Orang Mu‟min laki-laki dan orang mu‟min perempuan adalah 

wali bagi sebagian yang lain”
37

 

                                                             
33

 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), 1582. 
34

 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Madza>hibil Arba’ah, IV, (T.tp: Darul Fikr, tt), 26 
35

 Mahmud Yunus, Hukum  Perkawinan Dalam Islam.( Jakarta: Hida Karya.Agung, 1983),55 
36

 Al-Qur‟an, 2 (al-Nisa <’): (4) : 14, Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: 

Al-Huda, 2005) 80. 
37 Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005) 407. 
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Dari ayat diatas jelas bahwasannya antara orang non muslim tidak bisa 

menjadi wali bagi orang islam, disebabkan perbedaan agama yang dianut 

diantara keduanya. Begitu juga orang islam tidak bisa menjadi wali bagi 

orang non muslim, di dalam Al-Qur‟an disebutkan 

نيِاَءُ بعَْضٍ   ْٔ نيِاَءً  بعَْضُٓىُْ  أَ ْٔ انُصََا سَٖ  أَ َٔ دَ  ْٕ ا انْيَُٓ ْٔ ا لاَ تتََّخِزُ  ْٕ ٍَ ايَُُ  يأَيَُّٓاَ انزَِيْ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman jangan engkau jadikan orang-

orang yahudi dan nasrani sebagai wali, sebagian mereka menjadi wali bagi 

sebagian yang lain “ 
38

 

 

b. Baligh 

Seorang wali nikah wajib laki-laki yang telah baligh dan anak kecil 

tidah sah menjadi wali,hal tersebut didasarkan pada sebuah hadith yang 

bermula dari „Aisyah ra, dari Nabi SAW. Beliau bersabda  

 ٌِ َْ َْ َْ َْ َْ َْ َْ َْ َْ َْ ْٕ جُُْ ًَ ٍِ انْ عَ َٔ ٍِ انُاَئِىِ دَتَّٗ يسَْتيَْقظَُ   ٍْ ثلَاَ ثتٍَ  عَ سفِعَ انْقهَىَُ عَ َُ

ٌْ يَ  ٍِ انصَبيِِّ دَتَّٗ أَ عَ َٔ ٌْ يبَْشَأَ   ذْتهَِىَ       )سٔاِ أدًذ ٔأبٕ دأد ٔانُساء ٔابٍ ياجّ (  دَتَّٗ أَ  

Artinya “Dibebaskan (dari tanggung jawab) atas tiga orang, antara lain : 

orang tidur sehingga Ia bangun, orang gila sehingga Ia sembuh, dan anak-

anak sehingga Ia dewasa “  (HR. Imam Ahmad. Abu Da>wud. Al-Nasa>i. Ibnu 

Ma >jah)“  
39

 
 

c. Berakal 

Maka orang gila tidak bisa menjadi wali nikah, dan hal ini juga 

didasarkan pada Hadith diatas.
40

 

 

 

                                                             
38

 Al-Qur’an, 4.( al-Nisa<’): (144).  Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: 

Al-Huda, 2005) 407. 
39

 Imam Suyuthi, Jamius Soghir,I ( Berut:  Da >r al-Fikr al-Ilmiyah.tt), 24 
40

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 77. 
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d. Laki-laki 

Maka orang wanita tidak sah menjadi wali nikah, hal ini didasarkan 

pada umumnya petunjuk ayat mengenai wali tertuju pada laki-laki, atau 

dengan kata lain orang yang diserahi shara‟ dalam urusan perkawinan 

adalah kaum lelaki. Dengan demikian laki-laki adalah syarat bagi wali 

dalam perkawinan. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah 

Syafi‟i, Maliki, Hambali.
41

 

e. Orang Murshid 

Hal ini didasarkan pada Hadith dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh 

Attobroni bahwa Nabi SAW bersabda : 

نيٍِّ يُشْشِذٍ    َٕ  لاَ َِكَاحَ الِاَّ بِ

“Tidak sah perkawinan, kecuali dengan melalui wali yang murshid” 
42 

Menurut Imam Syafi‟i yang dimaksud murshid adalah adil, dengan 

demikian orang yang fasiq tidak sah menjadi wali. Akan tetapi sebaliknya 

Imam Hanafi berpendapat bahwa orang fasiq sah menjadi wali, karena yang 

dimaksud murshid bukan adil tapi cerdik.
43

 

4. Harta Bersama 

Secara bahasa, harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang 

menjadi kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud 

dan tentunya yang bernilai.
44

 Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu 

                                                             
41

 Mahmud yunus ,Hukum  Perkawinan dalam Islam (Jakarta: Hida Karya.Agung, 1983),55 
42

 Imam Taqiyyudin, abi Bakr, Kifayatul akhyar Juz II, (tp: Maktabah Da<r Ihya‟ al-Kutub al-

„Arabiyah), 51.   
43

 Mahmud Yunus, Hukum  Perkawinan Dalam Islam( Jakarta:  Hida Karya.Agung,, 1983), 55 
44

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 199. 
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harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. 

Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri 

selama masa ikatan perkawinan.
45

 

Apabila dilihat dari asal harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat 

digolongkan menjadi tiga golongan:
46

 

a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin, 

baik diperolehnya karena warisan atau usaha lainnya, dalam hal ini 

disebut harta bawaan. 

b. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam 

hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka 

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperoleh sebab 

hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing. 

Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan 

perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, 

dalam hal ini disebut harta pencaharian. 

Dalam al-Qur’an maupun h}adi>th tidak dibicarakan tentang harta 

bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat 

diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut 

dengan shirkah atau sharikah.
47

 

Dalam al-Qur’an yang menyiratkan tentang harta bersama suami istri 

terdapat dalam surat al-Nisa>’(04) ayat 32: 

                                                             
45

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam, 200. 
46

 Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Teras, 2011),  214. 
47

 Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, 130. 
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نِهُِّ  َٔ ا اكْتسََبُٕا  ًَّ جَالِ َصَِيبٌ يِ ِّ بعَْضَكُىْ عَهَٗ بعَْضٍ نهِشِّ ُ بِ مَ اللََّّ ا يَا فضََّ ْٕ َُّ ًَ لا تتََ سَاءِ َٔ

ا  ًً ٌَ بِكُمِّ شَيْءٍ عَهيِ َ كَا ٌَّ اللََّّ ِّ إِ ٍْ فضَْهِ َ يِ اسْأنَُٕا اللََّّ َٔ  ٍَ ا اكْتسََبْ ًَّ  َصَِيبٌ يِ

Artinya, ‚Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 

kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi 

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi 

para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah 

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui Segala Sesuatu.‛
48

 

Harta bersama dalam Islam dapat dikatakan dalam shirkah abdan 

mufawad}ah.
49

 Praktek harta bersama dikatakan shirkah abdan karena 

kenyataan bahwa sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia 

sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup 

keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau 

keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka 

sesudah mereka meninggal dunia. Suami istri di Indonesia sama-sama bekerja 

mencari nafkah hidup. Hanya saja karena fisik istri berbeda dengan fisik suami 

maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. 

Selanjutnya dikatakan shirkah mufawad}ah karena memang perkongsian suami 

istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa 

perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima 

                                                             
48

 al-Qur’a<n, 4 (al-Nisa<’): 32. Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-

Huda, 2005), 84. 
49

 Dalam mad{hab Hambali, sharikah mufawwad}ah (perkongsian tak terbatas) dan shirkah abda>n 

(perkongsian tenaga)termasuk dalam syarikah fi> al-‘uqu>d. Menurut mad}hab Hanafi, shirkah 
abda>n mufawwad}ah, yang termasuk dalam perkongsian ‘uqud (perkongsian yang berdasarkan 

akad atau kontrak), adalah perkongsian dua orang tukang atau lebih yang mensyaratkan 

bahwa pekerjaan mereka sama dan sama pula menerima keuntungan atau kerugian, serta yang 

satu menjadi penanganggung yang lain. Lihat Wasman, Hukum Perkawinan Islam di 
Indonesia  (Yogyakarta: Teras, 2011), 214. 
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sebagai hibah, warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara 

mereka berdua.
50

 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Dari pencarian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya 

Ilmiyah yang berisi tentang pembatalan perkawinan diantaranya adalah: 

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena 

Pemalsuan Identitas Dan Pengaruhnya Atas Hak Warisan Anak. Merupakan 

skripsi yang ditulis oleh Sikun dari Fakultas Syari‟ah UIN SUKA 

Jogjakarta, Sikun menulis tentang pembatalan terjadi karena pemalsuan 

identitas suami, dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang 

anak. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak sah dari 

orang tuanya, karena lahir dari hubungan perkawinan yang sah walaupun 

kemudian harus dibatalkan oleh Pengadilan Agama karena terbukti 

melanggar peraturan perundang-undanagn yang berlaku. Mengenai hak 

waris, naka tersebut berhak mewarisi dari orang tuanya baik dari pihak ibu 

maupun bapak.
51

   

2. Pembatalan  Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama 

Slawi, merupakan sebuah tesis yang ditulis oleh Yusnidar Rachman, SH 

dari PPs Universitas Diponegoro Semarang. Dalam tesis tersebut membahas  

tentang pembatalan perkawinan dengan sebab adanya pemalsuan identitas 

dari salah satu pihak. Dalam perkawinan tersebut diketahui bahwa suami 

                                                             
50

 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia  (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 78-79 
51

 Sikun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas 

Dan Pengaruhnya Atas Hak Warisan Anak”
 
, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

Jogjakarta,2009) 
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yang mengawini ternyata diketahui masih berada dalam ikatan perkawinan 

yang sah dari wanita lain. Yusnidar Juga menuliskan tentang akibat hukum 

dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut.
52

 

3. Perkara Pembatalan Nikah, ditulis oleh Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein MA, 

tulisan dalam sebuah buku yang berjudul Problematika Hukum Keluarga 

Islam Kontemporer. Beliau menuliskan tentang upaya pemohon untuk 

membatalkan perkawinan antara kakekknya dengan istri keduanya. 

Permohonan pembatalan perkawinan tersebut baru muncul dari cucu pihak 

istri pertama setelah 64 tahun kemudian setelah perkawinan berlangsung. 

Yang menjadi alasan pembatalan perkawinannya adalah karena kurang salah 

satu persyaratan dalam perkawinan. Pembatalan perkawinan berkenaan 

dengna harta warisan kakeknya yang dapat jatuh kepada pemohon dan pihak 

keturunan daru istri kedua.   Prof Satria juga menuliskan, ada kemungkinan 

sebuah perkawinan yang pada dasarnya adalah batal karena disebabkan 

beberapa faktor ketidaktahuan, kekeliruan, dan sebagainya sehingga terjadi 

hubungan badan antara suami istri dan menghasilkan anak. Keduanya dalam 

keadaan yakin akan keabsahan hubungan itu karena sudah terjadi akad 

nikah. Kekurangannya dalam memenuhi syarat perkawinan yaitu tanpa izin 

istri pertama. Dalam kajian hukum Islam, selama suami-istri belum 

mengetahui adanya adanya cacat yang membatalkan pernikahannya, jika 

                                                             
52

 Yusnidar Rachman, “ Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama 

Slawi”, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006) 
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terjadi pembatalan dikemudian hari, tidak berpengaruh terhadap keabsahan 

keturunan mereka.
53

 

Namun sejauh ini, penulis belum menemukan adanya bahasan mengenai 

dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah terhadap anak dan 

harta bersama. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti perkara tentang dampak 

pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah terhadap anak dan harta 

bersama menurut Hakim Pengadilan Agama. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum 

sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi 

yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup 

yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
54

 

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai 

peraturan perundang-undangan guna memperoleh data sekunder di bidang 

hukum serta dilengkapi dengan berbagai temuan di obyek penelitian, yang 

                                                             
53 Satria Efendi, problematika hukum keluarga islam kontemporer, (Jakarta: prenada media, 2004), 

15-28 
54

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 
(Jakarta: UI Press, 2004), 24. 
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akan dijadikan sumber dan data primer dalam mengungkap permasalahan 

yang diteliti, dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif. 

Penelitian ini bersifat kualitatif. Kualiatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang 

atau kata- kata orang dan perilakunya yang tampak atau kelihatan.
55

 

Penelitian ini penulis arahkan pada fenomena-fenomena perkara yang 

berhubungan dengan pembatalaan perkawinan yang disebabkan wali yang 

tidak sebenarnya (tidak sah). 

Penelitian dikategorikan dalam jenis penelitian deskriptif. Artinya 

bahwa dalam penilitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan 

suatu hal seperti apa adanya. Sedangkan menurut Suryadi Suryabrata 

tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara 

sistematis, faktual, dan akurat menurut fakta- fakta dan sifat- sifat populasi 

atau daerah tertentu.
56

 Sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian, maka 

penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini 

berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang 

suatu keadaan atau gejala yang ditelitikemudian akan dianalisa mengenai 

penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk 

mendapatkan data atau informasi. 

 

 

                                                             
55

 W. Mantja Etnografi, Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan Dan Manajemen Pendidikan, 

(Malang: Wineka Media,2005), 35 
56

 Sumadi Surya Brata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 18 
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2.  Sumber Data  

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subjek dimana 

data dapat diperoleh.
57

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari langsung 

dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertamakalinya.
58

 Dalam 

penelitian ini yang termasuk sumber data primer yaitu: Hakim di 

Pengadilan Agama Kediri. 

b. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

(pengumpulannya) oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, 

keterangan- keterangan atau publikasi lainnya.
59

 Dalam hal ini, data 

skender diperoleh dari dokumen atau arsip-arsip dari Pengadilan 

Agama Kediri yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan 

akibat wali yang tidak sebenarnya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber 

data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang 

diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang 

diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mendapatkan data 

primer, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa 

                                                             
57

 Lexy.J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),  114 
58

 Marzuki, Metodologi Risert, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Indonesia, 1982), 55 
59

 Ibid, 56 
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wawancara. Menurut Lexy Moelong wawancara adalah percakapan 

dengan maksud teretentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
60

 

Wawancara dimaksudkan untuk memperkuat data sekunder. 

Wawancara penulis lakukan dengan terlebih dahulu menyusun daftar 

atau rangkaian pertanyaan yang nantinya akan penulis ajukan pada 

responden yaitu Hakim di Pengadilan Agama Kediri. 

3. Analisis Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis data 

kualitatif yaitu :  

c. Deduktif 

Metode deduktif merupakan cara menganalisa data dengan 

mengemukakan masalah- masalah umum kemudian ditarik suatu 

kesimpulan khusus. Menurut Sutrisno Hadi dengan deduksi kita 

(peneliti menganalisa data) berangkat dari pengetahuan yang sifatnya 

umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu ketika hendak 

menilai suatu kejadian yang bersifsat khusus.
61

 

Penerapan metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data-data 

tentang dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah 

kemudian disimpulkan secara lebih khusus berdasarkan pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Kediri. 

                                                             
60

. Moelong, Metodologi, 135 
61

 Hadi, Metodologi, 42. 
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d. Deskriptif 

Deskriptif adalah upaya yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.
62

 Penulis menerapkan 

metode ini yaitu untuk menjelasakan fenomena-fenomena / fakta-fakta 

sehubungan data-data yang telah dikumpulkan dengan apa adanya 

mengenai dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak 

sebenarnya terhadap anak dan harta bersama.  

 

I. Sistematika Bahasan 

Bab I merupakan pendahuluan, memuat uraian sigkat tentang latar 

belakang masalah, identifikas dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, keranngka teori, kajian terdahulu, dan metode 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisi tentang Pandangan umum 

tentang  perkawinan, Pembatalan perkawinan,Wali dalam perkawinan, serta  

Harta Bersama. 

Bab III merupakan hasil penelitian, berisi tentang ruang lingkup 

Pengadilan Agama Kediri, Tugas dan Wewenang Peradilan Agama, Proses 

Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama, pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Kediri tentang  pembatalan perkawinan.  

Bab IV merupakan pembahasan, berisi tentang   Pembatalan perkawinan 

akibat wali yang tidak sah menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri, prosedur 
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 Irawan, Logika, 60 
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pembatalan perkawinan menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri, pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Kediri terhadap status anak dan harta bersama setelah 

pembatalan perkawinan. 

Bab V merupakan kesimpulan, berisi kesimpulan dan saran yang diambil 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan masukan yang 

berguna terhadap masalah mengenai dampak pembatalan perkawinan akibat wali 

yang tidak sah terhadap anak dan harta bersama. 


